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NOMOR 9  TAHUN 2024

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTIJAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAMAN
PENGUSUL

PARA F AUTENTIKASI
SISTEN

KEPALA PEUNGKAT DAERAH
TENTANG r  KABAG HUKUM

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI

SOSIAL SONGULARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :  bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan
ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5  Tabun  2016 tentang
Pembentukan D a n  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Parigi Moutong,  p e r l u  m e n e t a p k a n  Pera turan  B u p a t i
tentang Pembentukan, Kedudukan,  Susunan  Organisasi,
Tugas d a n  Fungs i ,  Ta t a  Ke r j a  U n i t  Pelaksana Te k n i s
Rehabilitasi Sosial Songulara;

Mengingat :  1 .  Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  1 0  Ta h u n  2 0 0 2  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten Par ig i  Moutong d i  Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002  Nomor  2 3 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran. Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan D a e r a h  N o m o r  5  Ta h u n  2 0 1 6  t e n t a n g
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupeten
Parigi Moutong  (Lembaran Daerah Kabupaten Par ig i
Moutong tahun 2016 Nomor 52,  Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN B U P A T I  T E N T A N G  P E M B E N T U K A N ,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA T A T A  K E R J A  U N I T  P E L A K S A N A T E K N I S
REHABILITASI SOSIAL SONGULARA.
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PARAF AUTENTIKAS1
ASISTEN( )
KEPALA PERANGKAT DAMN,.
KABAG HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan Struktural  adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan ha  seorang Pegawai Negeri Sipil  dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan keg ia tan  pe layanan p u b l i k  s e r t a  admin is t ras i
pemerintahan dan pembangunan.

4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  sebaga i  u n s u r  penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. B u p a t i  adalah Bupati Kabupaten Parigi Moutong.
7. D inas  Sosial adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial.
8. U n i t  Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur

pelaksana tekn i s  D i n a s  Sosia l  y a n g  melaksanakan kegiatan t e k n i s
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupa t i  i n i  d ibentuk UPT Dinas Rehabilitasi Sosial

Songulara.
(2) Bagan struktur organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan Organisasi UPT Dinas Rehabilitasi Sosial Songulara, terdiri atas :
a. Kepala UPT Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
d. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Togas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4
(1) Kepala UPT D inas  sebagaimana d imaksud da lam Pasal  3  h u r u f  a

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinir pelaksanaan teknis dalarn
pelayanan perlindungan sosial, Rehabilitasi Sosial, advokasi, reunifikasi,
dan rujukan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan
kemampuan anak untuk h idup normal dalam pengasuhan keluarga.

(2) Un tuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
UPT Dinas mempunyai fungsi
a. penyusunan program kerja;
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b. penyusunan pedoman teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi
sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
d. penyelenggaraan identifikasi, assessment dan pemetaan pelayanan;
e. penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
f. fas i l i tas i  pendampingan med ias i  a n a k  y a n g  berhadapan dengan

hukum;
g. fasi l i tasi  pendampingan dan advokasi sosial;
h. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
j. pengembangan inovasi pelayanan;
k. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pemantauan,  evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsi UPT Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5
(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  hu ru f  b

mempunyai t ugas  melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian,
pengelolaan barang, kehumasan, kerumahtanggaan, kepustakaan serta
penyusunan program dan laporan kinerja.

(2) Un tuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. pengelolaan kearsipan;
c. pengelolaan keuangan;
d. penyelenggaraan kepegawaian;
e. penyelenggaraan kehumasan;
f. pengelolaan barang;
g. penyelenggaraan dan pengelolaan kerumahtanggaan;
h. pengelolaan kepustakaan;
i. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem

informasi;
j. pemantauan,  evaluasi dan penyusunan laporan; dan
k. pelaksanaan fungs i  l a i n  y a n g  d iber i kan  o l e h  P imp inan  sesuai

dengan tugas dan fungsi UPT Dinas. •  PARAF AUTENTIKAS1
ASISTEN( )

Paragraf 3
Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosia_KABAG HUKUM „

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6
(1) Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3  hu ru f  c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan
rehabilitasi sosial, penyandang masalah kesejahteraan sos ia l  remaja
berrnasalah sosial, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

(2) Untuk  melaksanakan t u g a s  sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1 ) ,
Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja;
b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
d. pengidentifikasian, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
e. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
f. pelaksanaan pendampingan mediasi dalam sidang diversi dan sidang

penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum;
g. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
h. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
i. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
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• - PARAF AUTENTIKAS1 ,...3q
ASISTEN ( I
KEPALA PERANGKAT DAERAH

, KABAG HUKUM ‘44--

k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
1. pelaksanaan t u g a s  l a i n  y a n g  d ibe r i kan  o l e h  P imp inan  sesuai

dengan tugas dan fungsi UPT Dinas.

Paragraf 4
Jabatan Fungsional

Pasal 7
(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud da lam Pasal 3  h u r u f  d

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Dinas
sesuai dengan keahliannya.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terd i r i  da r i
sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam
kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan
beban kerja.

(4) Pejabat Fungsional da lam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Dinas.

(5) Pembinaan te rhadap  Pejabat  Fungsional  d i l akukan  sesua i  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8
(1) Da1am melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Kepala UPT Dinas, Kepala

Sub Bagian Tata Usaha, Pengelola, dan kelompok Jabatan Fungsional hams
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan
tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala UPT Dlnas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi
bawahannya dan  mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

(3) Kepala U P T  D i n a s  d a n  Kepa la  S u b  Bag ian  Ta t a  U s a h a  d a l a m
melaksanakan tugas  d a n  pemberian bimbingan kepada bawahannya
berkewajiban mengadakan rapat berkala.

(4) Kepala UPT Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab
memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(5) Kepala U P T  D inas  w a j i b  meng iku t i  d a n  mematuh i  pe tun juk  d a n
bertanggungjawab kepada Kepala D inas  melalu i  Kepala Bidang yang
membidangi UPT Dinas.

(6) Kepala UPT Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui
Kepala Bidang yang membidangi UPT Dinas.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 9
(1) Kepala UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IV/a.
(2) Kepala. Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural

eselon IV/b.
(3) Pengangkatan Kepala UPT Dinasdan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada

UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
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PARAF KOORDINAS1 ,
SEKDA
ASIST,LN (
KAEAC HtiKlIt,1
KEPALA FERAN•3KAT CAERAH

PARAF AUTENTIKASI
ASISTEN ( )

Z .KEPALAPERANGKAT DAERAH,  -
KABAG HUKUM . 4,;( -.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 10
(1) Dalam mengoptimalkan pengelolaan rehabilitasi anak berhadapan dengan

hukum, U P T  D inas  dapa t  mengadakan ke r j a  sama  dengan Instansi
Pemerintah maupun Swasta.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas
Sosial dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11
Pendanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah m e l e k a t  p a d a  D o k u m e n  Pelaksanaan Anggaran  D i n a s  y a n g
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dan sumber dana lain
yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati i n i  dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah Kabupaten Parigi
Moutong.

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2 /  TegtzvAN opp.,‘

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRA

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal Q l  fe/180481 .61,12y

Pj. BUPATI R I G I  MOUTONG,

RICHARD ARNALDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR:



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 9  TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL SONGULARA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD REHABILITASI SOSIAL SONGULARA

KEPALA UPT

m u m u  mom NE mu
N M  M I M I  NM MI I

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

PARAF KOORDINASI
SEKVA
AL STEN (
KABAG HUKUNI
KEPALA PERANGKAT DAERAH

PARPFAUTENTIKASI
ASISTEN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM

SUB BAGIAN TATA USAHA

I i i tPj. BUPATI ARIGI  MOUTONG,

RICHA D  ARNALDO


